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DI penghujung triwulan Il (TW-11) tahun 2612, nasib dana
bagi hasil (DBH) Kabupaten Banggai sebesar Rp7 miliar (M)
belum jelas realisasinya. Padahal, itu merupakan DBH pajak

antara tahun 2008 hingga
2011.

Oleh: Samsuri H Pasangio/
Sofyan Labolo

DBH Banggai itu berada
pada sejumlah pos, yakni
pajak bea balik nama kenda-
raan bermo-tor, pemanfaatan
air permukaan serta pajak
pendaratan perahu. Desakan
hingga sorotan terus digelin-
dingkan kalangan anggo-ta
DPRD Kabupaten (Dekab)
Banggai maupun Deprov
Sulteng, agar Pemerintah Pro
vinsi (Pemprov) Sulteng, sece-
patnya membayar DBH terse-
but. Hanya saja sampai se-
karang belum ada kejelasan
kapan Pemprov Sulteng mem-

bayar hutangnya kepada
Pemkab Banggai.
PERIKSA HARTATI

nisi Pemberantasan Korupsi
mengagendakan memeriksa
ta Dewan Pembina Partai
krat Siti Hartati Murdaya.
i diperiksa terkait kasus suap
una usaha lahan perkebunan
sawit di Buol, Subwesi Tengah.
ling lambat pekan depan
ai keterangan,” kata Juru Bicara
ohan Budi SP, di Gedung KPK,
247Juli2012.
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Dalam catatan redaksi, hampir
setiap tahun proses pencairan
DBH milik kabupaten/kota
sellu terlambat disalurkan. ...
Desakan maupun kritikan

berbagai pihak, seolah hanya
dianggap angin blu okh pihak
Pemprov Sulteng. Sehingga
pihak Deprov Sulteng, beren-
cana akan memanggil instansi
terkait yang mengetahui proses
penyaluran DBH tersebut,
sebagaimana yang pernah
diungkapkan anggota Deprov
Mustar Labolo, saat berkunjung
di Kabupaten Banggai.

. Demikian halnya dengan
Anggota Deprov Sulteng dari
Dapil Banggai-Bangkep, Sri
Indraningsih Lalusu, mendesak
Pemprov Sulteng untuk segera
mencairkan hutangnya pada
Pemkab Banggai sebesar Rp7
miliar. "Kalu menyeberang satu
triwulan atau cair pada tahun
anggaran berikutnya, itu masih
wajar. Kewajaran itu karena
perhitungan DBH selesai setelah
tutup buku anggaran tahun
berjalan. Tapi ini ada yang dari
2008," uyjarnya. .

Baca DBH di hal.11
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Sulteng I dan II

	Hari, tanggal
	:
	Rabu, 25 Juli 2012
	

	Keterangan
	:
	Halaman 1 Kolom 5-6 dan Halaman 11 Kolom 1-3
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah
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. Sementara Sekretaris Komisi C yang juga
Sekretaris Tim Pansus DPRD Kabupaten (Dekab)
Banggai, Nurwahid mengungkapkan hal yang
sama. Ada sejumlah potensi obyek pajak di
Kabupaten Banggai, yang dikelola Pemprov
Sulteng. Potensi obyek pajak yang tersebar pada
sejumlah item itu tidak secara keseluruhan disetor
setiap tahunnya Akibatnya, utang Pemprov DBH
terhitung sejak TA 2008 terus bertambah hingga
mencapai Rp7 miliar.

Bahkan sejauh ini, pihak Dekab Banggai telah
menggelar rapat Tim Pansus yang terdiri pihak

eksekutif dan legislatif Kabupaten Banggai, yang
dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten (Dekab)
Banggai, menyangkut DBH tersebut. Tapi sampai
sekarang belum ada hasil dari pertemuan itu, untuk
dikoordinasikan dengan Pemprov Sulteng.

Bahkan rencananya Tim Pansus Legislatif dan
Tim Pansus Eksekutif, akan melakukan konsultasi
pada Deprov Sulteng agar Pemprov segera
melunasi utang yang semakin membengkak
tersebut. Utang Pemprov Sulteng itu juga menjadi
bagian dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Sulteng.

........................................................................................................................................................................................................ sambungan dari hal. 1

Pihak Pemprov Sulteng, melalui Sekretaris
Provinsi (Sekprov) Sulteng, Amdjad Lawasa, saat
dimintai keterangannya mengenai DBH Banggai,
hanya berjanji akan segera merealisasikan pada
triwulan Il ini. la selalu mengungkapkan kalau saat
ini, timnya masih melakukan perampungan
penghitungan DBH yang menjadi milik setiap
kabupaten. "Kami sementara merampungkan
penghitungan,” kata Amdjad. Sayang, janji itu,
sampai sekarang belum terpenuhi. Terus sampai
kapan Pemkab Banggai harus menunggu proses
pencairan DBH yang merupakan haknya?. ***











